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PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA BATUQ KECAMATAN MUARA MUNTAI KABUPATEN

KUTAI KARTANEGARA
Syarifuddin

Abstrak
Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan badan permusyawaratan desa dalam pengelolaan dana desa di desa batuq kecamatan muara muntai kabupaten kutai kartanegara dan ingin mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pengawasan pengelolaan dana desa di desa batuq. Jenis penelitin yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan analisis kualitatif. Lokasi penelitian dilaksanakan di desa batuq kecamatan muara muntai kabupaten kutai kartanegara. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder diperoleh dari dokumen atau profil desa yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti, untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan peneliti menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengawasan yang dilakukan Badan Permusyawaratan pada tahap pra penyaluran , tahap penyaluran dan penggunaan, dan pada tahap pasca penyaluran terhadap pengelolaan dana  desa sudah berjalan cukup baik. Dalam penelitian ada bebrapa faktor pendukung dan faktor penghambat pengawasan badan permusyawaratan desa dalam pengelolaan danadesa, dari faktor pendukung yaitu masyarakat yang merupakan faktor penentu keberhasilan BPD dalam melaksanakan fungsinya, besarnya dukungan, sambutan dan penghargaan dari masyarakat kepada BPD menjadikan BPD lebih mempunyai ruang gerak untuk dapat melaksanakan fungsinya. Sedangkan dari faktor penghambat yaitu kurangnya kesadaran anggota Badan Pernusyawaratan Desa mengenai tugas dan fungsinya sehingga hanya ada beberapa Badan Permusyawaratan Desa yang bekerja, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsinya tidak berjalan dengan optimal terutama dalam bidang pengawasan.

Kata Kunci: Pengawasan, Badan Permusyawaratan Desa, Pengelolaan Dana Desa.
Pendahuluan
Sebagai bentuk dari otonomi daerah dalam sistem pemerintahan di Desa dan demokrasi yang ada di dalam pemerintahan desa dengan diberikannya kewenangan kepada desa untuk melaksanakan tugas secara mandiri melalui konsep pemberian otonomi desa, maka desa sepatutnya memiliki hak untuk mendapat pembiayaan berupa anggaran khususnya yang berasal dari pemerintah ditingkat atas, yaitu Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Pengaturan mengenai Desa melalui Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang desa meliputi peraturan: pembentukan Desa, pembangunan Desa, pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Keuangan Desa, Kerja sama antar Desa, maka dalam hal ini yang paling utama dalam Undang-undang ini adalah kedudukan Desa yang tidak lagi dibawah kecamatan.   

Mengacu pada undang-undang desa di atas, pemerintah desa memiliki hak dan kewenangan yang luas dalam mengatur dan mengendalikan desa sesuai potensi masing-masing desa. Dalam konteks ini, pemerintah desa dituntut untuk memiliki kemampuan dalam menjalankan fungsi pemerintahan desa seperti perencanaan pembangunan desa dan pengelolaan keuangan desa. Sejalan dengan ini, implementasi otonomi desa melalui undang-undang desa harus mengacu pada asas akuntabilitas dan transparansi.  

Pemerintah desa yang akuntabel dan transparan memberikan dampak positif dalam sistem pemerintahan maupun dalam ruang lingkup kemasyarakatan. Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat yang memiliki hukum sendiri dan memiliki susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang istimewa, landasan pemikiran mengenai pemerintahan desa sendiri adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan. 

Kehadiran Badan Permusyawaratan Desa sebagai badan legislatif di desa dipandang mampu mewujudkan pemerintah desa yang akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terutama dalam pengelolaan dana desa. Konteks inilah yang memberikan gambaran bahwa Badan Permusyawaratan Desa dirancang sebagai salah satu alat politik pemerintahan desa, badan inilah yang memiliki kewenangan dalam mengawal pelaksanaan pemerintahan desa. 

Terbentuknya Badan Permusyawaratan Desa adalah salah satu dari bentuk penguatan implementasi otonomi Desa, serta salah satu dari bentuk demokrasi yang terdapat di Desa. 

Ketentuan pasal 55 yang mengatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi melakukan pengawasan kinerja kepala desa.  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, Badan Permusyawaratan Desa yang  merupakan lembaga yang mempunyai fungsi pengawasan diharapkan bisa menjalankan perannya secara sungguh-sungguh  terutama dalam hal penggunaan dana desa. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah sudah memberikan payung hukum yang jelas sehingga Badan Permusyawaratan Desa  tidak perlu ragu dalam menjalankan fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. 

Berkaitan dengan proses pengawasan dana desa, Badan Permusyawaratan  Desa mewakili masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan pelaksanaan program-program pemerintah desa yang sumber dananya  berasal dari dana desa yang secara jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014. Berdasarkan ketetapan yang diterima Alokasi Dana Dana yaitu 30% untuk belanja oprasional, serta 70% untuk belanja publik dan tujuan dari Dana Desa sering kali belum diketahui oleh masyarakat selaku sasaran kebijakan karena kurangnya sosialisasi dari pembuat kebijakan itu sendiri.  Sering kali proses yang dilakukan untuk pengolahan Dana Desa belum didukung dari sumber daya manusia yang memadai sehingga pengolahan Dana Desa tersebut tidak berjalan secara maksimal. Adapun  Dana Desa yang diterima pada tahun 2016 sebesar Rp.602,889,00  pada tahun 2017 sebesar Rp.765,081,418 dan tahun 2018 sebesar Rp.716,627,000.  Dengan melihat hal tersebut Dana Desa yang diberikan kepada Desa Batuq mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Maka muncul pertanyaan apakah Desa Batuq Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara beserta elemen yang ada sudah mampu untuk mengelola anggaran tersebut. Untuk itu perlu sebuah lembaga yang melakukan pengawasan maka, sebagai perwujudan demokrasi ditingkat desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berperan sebagai mitra kerja Pemerintahan Desa dan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa.

Kerangka Dasar Teori
Pengawasan 

Menurut Handoko (2012:359) pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses yang menjamin agar maksud dan tujuan dalam organisasi dan manajemen akan dapat tercapai. Menurut Siagian (2003: 112) pengawasan merupakan segenap kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa tugas dan pekerjaan telah dilakukan dengan rencana yang telah ditetapkan. Kebijakasanaan yang telah digariskan dan perintah (aturan) yang diberikan. Menurut Kartini Kartono (2002 : 153)  memberikan pengetian pengawasan adalah pada umumnya para pengikut dapat bekerja sama dengan baik kearah pencapaian sasaran-sasaran dan tujuan umum organisasi. Pengawasan dilakukan untuk mengukur hasil pekerjaan dan menghindari penyimpangan-penyimpangan jika perlu segera melakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan-penyimpangan tersebut. 

Berdasarkan definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ahli diatas dapat diketahui bahwa pengawasan adalah proses pemantauan yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kinerja yang dilakukan pegawai apakah sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan dan segala proses yang dilaksanakan sudah sesuai dengan yang disepakati sehingga dapat diketahui perencanaan yang sudah dibuat tersebut telah sesuai atau menyimpang dari tujuan yang telah ditentukan.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah salah satu organ yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan desa. Organ ini adalah penyelenggara musyawarah desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang  Desa, pasal 1 angka 4 menyebutkan BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah Badan perwakilan dari penduduk desa yang bersangkutan beradasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat, yang terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa. Menurut Wikipedia, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD dapat dianggap sebagai "parlemen"-nya desa. BPD merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia. 

Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan permusyawaratan di tingkat desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa dan/atau Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa. 

Pengelolaan

Menurut Balderton (dalam Adisasmita, 2011:21), istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan. 

Selanjutnya Adisasmita (2011:22) mengemukakan bahwa, “Pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.”

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, dapat menarik garis besar pengelolaan adalah suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu.

Pengertian Dana Desa

Dana Desa dalam peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pasal 1, ayat 2 : Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Angaaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selajutnya dalam pasal 6 disebutkan bahwa Dana Desa tersebut ditarnsfer melalui APBN Kabupaten/Kota untuk selanjutnya ditaransfer ke APBD Desa.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Dana Desa adalah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditaransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota dan digunakan ketentuan mengenai Dana Desa yang bersuber dari APBN diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri, tetapi implementasi peraturan pemerintah tersebut merupakan satu kesatuan dengan peraturan pemerintah ini.

Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggarana Desa yang didasarakan pada dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan denga asas peraturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa , Antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serat partisipasi. Dalam melaksanakan pembanguanan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. Untuk membiayai penyelenggaran pemerintah, pelaksanan pembangunan, pemebinanan kemasyarakatan, dan penberdayaan masyarakat.

Pengawasan Dana Desa

Pengawasan dana desa dilakukan dalam dalam konteks pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, yang wajib berakuntabilitas adalah desa sebagai sebuah entitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk keuangan desa. Untuk skala lokal Desa, Undang-Undang Desa menegaskan hak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa, termasuk didalamnya adalah aliran penggunaan Dana Desa. Musyawarah Desa yang diselenggarakan BPD menjadi forum resmi untuk melakukan pengawasan berbasis kepentingan Desa. 

Berdasarkan  Surat Edaran Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 700 / 1281 /A.1/IJ Tahun 2016 mengenai prosedur pengawasan dana desa terbagi menjadi 3 tahap yakni Tahap pra penyaluran, tahap penyaluran dan penggunaan, dan tahap pasca penyaluran.
Metode Penelitian
Sesuai dengan judul penelitian yang diambil oleh penulis termasuk jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan metode analisis  kualitatif yaitu untuk menjelaskan dan menganalisis secara mendalam tentang Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Batuq Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara. Penelitian kualitiatif harus memiliki kadar keterlibatan secara benar dalam beritanya, mendengarkan, mencatat, mengobservasi, terlibat, menghayati, berfikir dan mengambil informasi dari objek di lapangan. Melalui metode penelitian kualitatif inilah penelitian maka dapat diketahui Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Batuq Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara.
Adapun fokus penelitian diarahkan pada :
1. pengawasan BPD dalam pengelolaan dana desa yang mana Berdasarkan  Surat Edaran Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 700 / 1281 /A.1/IJ Tahun 2016 tentang prosedur pengawasan dana desa :
a. Pengawasan pada tahap pra penyaluran Dana Desa

b. Pengawasan pada tahap penyaluran dan penggunaan Dana Desa

c. Pengawasan pada tahap pasca penyaluran Dana Desa

2. Faktor penghambat dan pendukung yang dihadapi BPD dalam menjalankan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa di desa Batuq Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara
Hasil dan Pembahasan

Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Batuq Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara

Badan Permusyawaratan Desa berperan sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa diantaranya adalah pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan Dana Desa, dimana tugas dan tanggung jawab Badan Permusyawaratan Desa yaitu membantu dalam memasyarakatkan tujuan, prinsip dan kebijakan Dana Desa kepada masyarakat, memberikan pengawasan langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan pengelolaan Dana Desa, memberikan saran-saran terhadap pelaksanaan pengelolaan Dana Desa, memastikan adanya keterpaduan dan mencegah terjadinya tumpang tindih kegiatan pelaksanaan Dana Desa dan membangun kerja sama yang sinergis dengan Kepala Desa, dalam rangka menyukseskan keberhasilan Dana Desa. Dengan demikian harapan dari pemberian Dana Desa yang terintegrasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada tahun 2015-2018 dapat tercapai diantaranya terwujudnya kelembagaan didesa yang mandiri yang didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dalam penyelenggaraan tugas pemerintah dalam pembangunan, tersedianya sarana dan prasarana utama sebagai pendukung kemajuan dan perkembangan desa, terselenggaranya pembangunan didesa serta terjadinya proses pembelajaran dalam masyarakat terkait pengelolaan dan penggunaan Dana Desa.  Berdasarkan Surat Edaran Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 700 / 1281 /A.1/IJ Tahun 2016 mengenai prosedur pengawasan dana desa terbagi menjadi 3 tahap yakni sebagai berikut:
Pengawasan Pada Tahap Pra Penyaluran Dana Desa

Pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pemimpin atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara on the spot di tempat pekerjaan, dan menerima laporan-laporan secara langsung dari pelaksanaan. Pengawasan adalah bagian dari sebuah kantrol sosial masyarakat atas kebijakan yang ada di desa. Control social akan dapat berjalan secara optimal jika ada partisipasi masyarakat desa yang diwakili oleh Badan Permusyawaratan desa mulai tahapan perencanan dan tahapan pelaksanaan pembangunan desa (Victor Sitomorang, SH Jusuf Juhir, SH ; 28). Perencanaan yang dilakukan adalah mengawal proses perencanaan dan penganggaran dengan cara mengawasi penyusunan RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa. Pengawasan pada tahapan pelaksaan yangdilakukan adalah dengan cara menilai pengadaan barang/jasa, pengadaan tenaga kerja, pengelolaan administrasi keuangan, pengiriman bahan/material, pembayaran upah dan kualitas hasil program kegiatan desa. Bentuk pengawasan yang diterapkan Badan Permusyawaratan Desa khusunya dalam pengawasan pengelolaan dana desa di Desa Batuq pada tahap Pra Penyaluran adalah Badan Permusyawaratan Desa memantau lansung dan ikut serta dalam rapat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembangdes) yang dihadiri oleh kepala desa, aparatur desa, tokoh masyarakat dan Bandan Permusyawartan. Badan Permusyawaratn Desa menerima aspirasi usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang diberikan oleh ketua RT setelah dilakukannya musyawarah dimasing-masing RT selain itu Badan Permusyawaratan Desa juga melakukan pengawasan bagaimana kesiapan perangkat desa dan regulasi dalam peneriamaan dana desa dalam hal ini Badan Permusyawaratan Desa meminta surat keterangan pembentukan Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa  (TPTPKD) kepada Kepala Desa serta Badan Permusyawaratan Desa ikut serta dalam proses penyusunan perencanaan pembangunaan Dana Desa. Tidak hanya melihat laporan yang ada tetapi turun langsung kelapangan untuk mngecek pembangunan yang sedang dilakukan dan Badan Permusyawaratan Desa mengawasi langsung Laporan Pertanggungjawaban dari APBDes yang dilakukan Kepala Desa agar tidak ada penyimpangan.

Masyarakat yang hadir sebagai peserta dalam musyawarah perencanaan  pembangunanlah yang membahas dan menyusun skala prioritas dan selanjutnya  mengambil keputusan atas kegiatan yang dibiayai dari keuangan Desa, termasuk  dari sumber dana desa, dari tahun ke tahun. Untuk itu hal terpenting adalah hasil  Musdes dan Musrenbangdes harus disusun dalam berita acara dan  ditandatangani oleh seluruh peserta, sehingga jika di kemudian hari ditemukan terjadi penyimpangan, maka dapat dibuktikan apakah penyimpangan terjadi  akibat kesalahan perencanaan ataukah pelaksanaan oleh pemerintah Desa. Pelaksana kegiatan di Desa yang dibiayai dari sumber dana manapun,  termasuk Dana Desa merupakan hal yang harus dibahas dan diputuskan  peserta dalam Musrenbangdes penyusunan RKP Desa. 

Pengawasan Pada Tahap Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa   

Cara kerja Badan Permusyawaratan Desa Batuq dalam mengawasi anggaran yang keluar dengan cara datang langsung kelapangan melihat kegiatan dalam bidang pelaksanaan pembangunan jalan/jembatan yang dijalankan pemerintah desa Batuq yang anggarannya berasal dari Dana Desa dalam melakukan pembangunan infrastruktur jalan jembatan antar desa untuk mempermudah aktivitas sehari-hari warga Desa Batuq seperti pembangunan fisik jembatan ulin dari Desa Batuq kekampung Loa Dearas 2 x 76 M dari awal perencanaan pembangunan badan permusyawaratan desa sudah mengetahui berapa dana yang diperlukan berapa lama pembangunan dan apa saja bahan-bahan material yang dibutuhkan jadi pengawasan pada tahap penggunaan dana desa ini dilakukan dari awal perencanaan pembangunan dengan melihat dokumen berupa penjabaran penggunaan dana APBDes yang dapat dilihat ditabel sebagai berikut:

Tabel Penggunaan dana desa dalam pembangunan fisik di APBDes pemerintah Desa Batuq 2018

	No
	Uraian
	Anggaran(Rp)

	 1
	Dana Desa 2018
	716,627,000

	 2
	Kegitan Pembangunan Jalan/Jembatan Desa
	687,933,134

	 3
	Kegiatan Pengadaan Jalan Desa (Semenisasi Jalan Jembatan Uin Desa Batuq RT 03 4x 201 m)
	279,093,400

	 4
	Kegiatan Lanjutan Pembangunan Jembatan Ulin Desa Batuq-ke Loa Deras 2 x 27 m
	131,037,400

	 5
	Lanjutan Pemb. Jembatan Ulin Jln. Sotoyo Desa Batuq RT 03 2 x 27,5 m
	48,747,800

	 6
	Lanjutan Pemb. Jembatan Sawah Rapak Lambut RT 05 2 x 50 m
	70,687,240

	 7
	Pengangkatan Tongkat Jembatan Jln. Reformasi Desa Batuq RT 02
	60,534,847

	 8
	Lanjutan Pemb. Turunan Jembatan Ulin Gang Mahakam RT 04 Desa Batuq
	8,349,487

	 9
	Lanjutan Pembangunan Jembatan Ulin Kel. Sawah Sama Maju RT 03 
	79,686,880

	10
	Kegiatan Pembangunan Saran Prasarana Fisik Kantor
	98,733,087

	11
	Kegiatan Rehab Gedung BPU Desa
	49,293,000

	12
	Rehab Kantor BPD
	18,765,500

	13
	Rehab Kantor Desa
	30,675,087

	14
	Pembuatan Pelataran Penjemuran Padi Kel. Tani Sama Maju Rt 03
	65,619,800


Sumber : Kantor Desa Batuq Tahun 2019 

Bentuk pengawasan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa tahap Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Ketua BPD dan anggotanya datang langsung kelapangan memantau program atau kegiatan yang dananya bersumber dari Dana Desa biasanya dilakukan secara berkala selama proses kegiatan berlangsung, dalam hal ini BPD dapat melihat apakah kegiatan yang dilaksanakan tersebut merupakan kegiatan yang ada dalam perencanaan penggunaan Dana Desa serta meknisme pengawasan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa melihat langsung yang disertai dengan melihat dokumen-dokumen yang program atau kegiatan yang dananya bersumber dari Dana Desa bagaimana mekanisme pelaksanaan kegiatan tersebut apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak dalam pelaksanaan kegiatan yang menyangkut fisik (proyek) ataupun pengadaan barang dan jasa apakah ada kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan melalui spesifikasi yang sudah ditetapkan.

Pengawasan Pada Tahap Pasca Penyaluran Dana Desa

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap semester tahun berjalan berupa: a. laporan semester pertama; dan b. laporan semester akhir tahun. Format laporan realisasi pelaksanaan APBDesa baik laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun, bentuknya sama yang meliputi: kode rekening; uraian terdiri dari: pendapatan (pendapatan asli desa, pendapatan transfer, pendapatan lain-lain) dan belanja (bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat, belanja tak terduga) serta pembiayaan (penerimaan pembiyaan dan pengeluaran pembiayaan); jumlah anggaran; jumlah realisasi; lebih/kurang; keterangan. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Selain penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBDesa, Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Uraian format laporan kekayaan milik desa sebagai berikut: 

1. Aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

2. Uang kas adalah uang milik Pemerintah Desa, baik yang disimpan di Bendahara Desa maupun di rekening kas desa.

3. Piutang Desa adalah tagihan uang desa kepada pihak yang mengelola kekayaan desa, antara lain berupa tanah, gedung yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun anggaran sejak ditetapkannya kerjasama tersebut.

4. Persediaan adalah suatu kekayaan berupa barang milik pemerintah desa yang dinilai dengan uang baik berupa uang kertas maupun surat berharga dalam periode normal, antara lain kertas segel, materai, deposito, giro. 

5. Aset Desa tidak lancar meliputi penyertaan modal pemerintah desa dan aset tetap milik desa antara lain tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan instalasi.

6. Dana cadangan adalah dana yang disisikan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

7. Kewajiban adalah utang yang timbul karena adanya pinjaman oleh Pemerintah;

8. Kekayaan bersih adalah selisih antara aset dan kewajiban pemerintah desa.

Pengawasan yang dilakukan badan permusyawaratan desa di desa Batuq pada tahap pasca penyaluran dana desa Dalam tahap ini pemerintah Desa Batuq telah melakukannya sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga partisipasi dan pengawasan yang dilakukan oleh badan permusyawaratan desa telah terlaksana dengan baik, hal ini bisa dilihat dengan dilakukannya rapat yang membahas laporan pertanggungjawaban kepala desa yang mengikutsertakan anggota badan permusyawaratan desa. Bentuk pengawasan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa pada tahap Pasca penyaluran Dana Desa Badan Permusyawaratan Desa datang langsung memantau pelaksanaan rapat untuk mempertanggung jawabkan program-program yang telah dilakukan dan tidak dilakukan yang dananya berasal dari dana desa yang dihadiri oleh kepala desa, aparatur desa dan tokoh masyarakat. Pengawasan terhadap pelaporan dan pertanggungjawaban dengan meminta dokumen-dokumen berupa laporan realisasi pelaksanaan APB Desa, laporan pertanggungjawaban APB Desa dan laporan realisasi penggunaan Dana Desa serta Badan Permusyaratan Desa ikut bertanggungjawab dan pada tahap pelaporan yaitu denga cara melaksanakan rapat dengan perangkat desa serta masyarakat membahas mengenai bagaimana program-program dan kegiatan yang sudah dijalankan serta membahas mengenai pelaporan dan pertanggungjawaban dalam hal realisasi pelaksanaan APBDes yang artinya badan permusyaratan desa ada penendatanganan 100% ikut mempertanggung  jawabkan pelaksaaan kegiatan.

Faktor Penghambat dan Pendukung Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Batuq Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara

1. Faktor yang menghambat pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam penggunaan dana desa di Desa Batuq Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara adalah Kurangnya kerja sama antar anggota Badan Permusyawaratan Desa dan kurangnya kesadaran anggota Badan Pernusyawaratan Desa mengenai tugas dan fungsinya hal dapat penulis lihat dilapangan hanya ada bebebrapa anggota BPD yang turun ke kantor  sehingga hanya ada beberapa Badan Permusyawaratan Desa yang bekerja, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsinya tidak berjalan dengan optimal terutama dalam bidang pengawasan serta keterbatasan hak fungsi pengawasan yang dimiliki Badan Permusyawaratan Desa untuk memakukan pengawasan terhadap pemerintah desa karena tidak dapat terlibat sepenuhnya dalam pemerintah desa yang mana Badan Permusyawaratan Desa hanya sekedar melakukan pengawasan terhadap kegiatan. 

2. Faktor pendukung BPD dalam melaksanakan pengawasan pengelolaan dana desa di Desa Batuq salah satunya dana yang dikucurkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu adalah salah satu bentuk dukungan untuk melaksanakan program atau kegiatan yang dibuat pemerintah desa sebagai bentuk dukungan untuk mengelola dana desa, dana desa yang dikucurkan dari pemerintah pusat juga menjadi faktor pendukung kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, masih tingginya partisipasi masyarakat Desa secara nyata dalam bentuk swadaya dan gotong royong dalam kegiatan pembangunan menjadikan BPD lebih mempunyai ruang gerak untuk dapat melaksanakan fungsinya. Dukungan dari masyarakat tidak hanya pada banyaknya aspirasi yang masuk juga dari pelaksanaan suatu perdes. Kemauan dan semangat dari masyarakatlah yang menjadikan segala keputusan dari BPD dan Pemerintah Desa menjadi mudah untuk dilaksanakan. Partisipasi masyarakat baik dalam bentuk aspirasi maupun dalam pelaksanaan suatu keputusan sangat menentukan pelaksanaan tugas dan fungsi BPD dan faktor pendukung lainnya adalah adanya peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan untuk memperkuat aspek keuangan Desa tersebut

Kesimpulan dan Saran
Kesimpulan
1. Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa  dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Batuq Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara

a. Pengawasan pada tahap pra penyaluran Dana Desa yang dilakukan Badan Permusyawartan Desa di Desa Batuq oleh Badan Permusyawaratan Desa sudah berjalan cukup baik dengan mengikuti pelaksanaan penggunaan dana desa dari perencanaan yaitu musyawarah setelah mengetahui berapa dana yang masuk ke desa setelah dana masuk ke desa badan permusyawaratan desa melakukan MUSREMBANG (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) untuk mementukan apa saja hal yang diprioritaskan untuk kebutuhan masyarakat desa selanjutnya pelaksanaan hingga pelaporan yaitu membuat SPJ.

b. Pengawasan pada tahap penyaluran dan penggunaan Dana Desa di Desa Batuq Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara yang dilakukan Badan Permusyawaratan desa telah berjalan cukup baik dan efektif yang mana Ketua BPD dan anggotanya datang langsung ke lapangan memantau program atau kegiatan yang dananya bersumber dari Dana Desa biasanya dilakukan secara berkala selama proses kegiatan berlangsung, dalam hal ini BPD dapat melihat kegiatan yang dilaksanakan tersebut merupakan kegiatan yang ada dalam perencanaan penggunaan Dana Desa serta meknisme pengawasan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa melihat langsung yang disertai dengan melihat dokumen-dokumen yang program atau kegiatan yang dananya bersumber dari Dana Desa, mekanisme pelaksanaan kegiatan tersebut sudah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak dalam pelaksanaan kegiatan yang menyangkut fisik (proyek) ataupun pengadaan barang dan jasa apakah ada kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan melalui spesifikasi yang sudah ditetapkan.

c. Pengawasan pada tahap pasca penyaluran Dana Desa yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa telah berjalan cukup baik dengan Badan Permusyawaratan Desa datang langsung memantau pelaksanaan rapat untuk mempertanggung jawabkan program-program yang telah dilakukan dan tidak dilakukan yang dananya berasal dari dana desa yang dihadiri oleh kepala desa, aparatur desa dan tokoh masyarakat. Pengawasan terhadap pelaporan dan pertanggungjawaban dengan meminta dokumen-dokumen berupa laporan realisasi pelaksanaan APB Desa, laporan pertanggungjawaban APB Desa dan laporan realisasi penggunaan Dana Desa serta Badan Permusyaratan Desa ikut bertanggungjawab dan pada tahap pelaporan yaitu denga cara melaksanakan rapat dengan perangkat desa serta tokoh masyarakat membahas mengenai program-program dan kegiatan yang sudah dijalankan serta membahas mengenai pelaporan dan pertanggungjawaban dalam hal realisasi pelaksanaan APBDes yang artinya badan permusyaratan desa ada penendatanganan 100% ikut mempertanggung  jawabkan pelaksaaan kegiatan.

2. Faktor penghambat dan faktor pendukung Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa  dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Batuq Kecamatan Muara Muntai adalah:

a. Faktor penghambat Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa  dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Batuq Kecamatan Muara Muntai ialah Kurangnya kerja sama antar anggota Badan Permusyawaratan Desa dan  kurangnya kesadaran anggota Badan Pernusyawaratan Desa mengenai tugas dan fungsinya dalam pengawasan pengelolaan dana desa serta Badan Permusyawartan Desa tidak dapat terlibat sepenuhnya dalam pemerintah desa yang mana Badan Permusyawaratan Desa hanya sekedar melakukan pengawasan terhadap kegiatan.

b. Faktor pendukung Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa  dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Batuq Kecamatan Muara Muntai ialah dana yang dikucurkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu adalah salah satu bentuk dukungan untuk melaksanakan program atau kegiatan yang dibuat pemerintah desa sebagai bentuk dukungan untuk mengelola dana desa, dana desa yang dikucurkan dari pemerintah pusat juga menjadi faktor pendukung kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Besarnya dukungan sambutan dan penghargaan dari masyarakat kepada BPD menjadikan BPD lebih mempunyai ruang gerak untuk dapat melaksanakan fungsinya. Dukungan dari masyarakat tidak hanya pada banyaknya aspirasi yang masuk juga dari pelaksanaan suatu perdes. Kemauan dan semangat dari masyarakatlah yang menjadikan segala keputusan dari BPD dan Pemerintah Desa menjadi mudah untuk dilaksanakan. Partisipasi masyarakat baik dalam bentuk aspirasi maupun dalam pelaksanaan suatu keputusan sangat menentukan pelaksanaan tugas dan fungsi BPD. 
Saran 
1. Perlu adanya peningkatan kerja sama antara anggota Badan Permusyawaratan Desa mengenai tugas dan fungsinya dalam pengawasan pengelolaan dana desa  serta lebih meningkatakan pemberdayaan masyarakat, untuk melanjuti pelatihan yang telah dilaksanakan, kemudian dipraktekkan untuk melaksanakan pekerjaan.

2. Badan Permusyawaratan Desa diharapkan dapat lebih memahami dan mengetahui seluruh kubutuhan dari masyarakat dalam hal pembangunan agar tidak ada lagi perbedaan pendapat dalam proses menentukan pembangunan di Desa Batuq, dan melaksanakan tugas pokok yang belum dilaksanakan serta perlunya kesadaran bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa agar lebih sering hadir di kantor desa untuk melaksankan kewajibannya dan lebih mempermudah dalam berkoordinasi dengan Kepala Desa.

3. Badan Permusyawaratan Desa hendaknya memastikan bahwa pemerintah desa telah melaksanakan akuntabilitas, transparansi dan partisipasi dalam pengelolaan dana desa  harus di monitor secara seksama untuk menjamin pengelolaan yang lebih baik, pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyerapan APBDes agar dapat menjangkau seluruh masyarakat dengan cara lebih aktif dalam berkoordinasi bersama pemerintah desa untuk menyampaikan kepada masyarakat mulai dari perencanaan APBDes, partisipasi dalam penyerapan APBDes dan laporan pertanggungjawaban APBDes kepada seluruh masyarakat agar dana yang dikeluarkan pemerintah dapat dipertanggung jawabkan kembali kepada masyarakat.
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Dokumen:

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2016 tentang Desa.  

Dana Desa dalam peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pasal 1, ayat 2.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Surat Edaran Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 700 / 1281 /A.1/IJ Tahun 2016 mengenai prosedur pengawasan dana desa.
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